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DOKUMEN

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota
Malang

Peraturan Kota Malang Nomor 20 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran
Pajak Daerah.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah, diakses pada Tanggal 2 November

Undang - Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) atau biasa disebut UU PPN dan PPnBM

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daera

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah,
pemerintah daerah
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